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DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang—undangan

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004, tentang perubahan atas Undang - Undang
Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 115 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4430.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan
Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan
Terbatas.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali
Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali
Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana
Pendanaan Terorisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 23.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi. Manusia Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi
Notaris.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan
Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah
Massal di Sektor Jasa Keuangan.
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